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ABSTRAK 

Ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam 

pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan sebagai upaya 

untuk menambah efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun pada 

kenyataannya masih belum bisa mengurangi jumlah tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang angka atau statistik tindak pidana korupsi semakin meningkat dari 

tahun. Oleh karena itu, Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dicantumkan dalam dua rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana penerapan ketentuan 

pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999; 2) bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap 

ketentuan pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif (legal research) dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Pada penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer yang berasal dari 

ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bahan hukum sekunder yang berasal 

dari buku, jurnal, artikel atau peratuan perundang-undangan yang berkaitan. 

Selanjutnya teknik analisis yang bersifat deskriptif dipilih oleh penulis dan 

menggunakan teknik penyimpulan secara deduktif. 

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pidana tambahan bersifat 

fakultatif yang berarti pemberian pidana tambahan bisa dilakukan namun tidak 

menjadi suatu kewajiban. Pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi, pidana tambahan dapat berupa 

perampasan barang (hasil) korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan 

perusahaan (sarana korupsi), dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan 

keuntungan tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah. Dalam perspektif 

hukum pidana Islam, ketentuan Pasal 18 ayat (1) undang-undang tindak pidana 

korupsi merupakan hukuman yang tidak memiliki ketentuan dalam nash, melainkan 

kebijakan dari pemimpin (ūlīl amri) atau pemerintah. Selain itu, hukum pidana 

Islam bukan hanya mempertegas aturan hukum mengenai pidana tambahan, 

melainkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Konsep ini 

memberikan keyakinan bahwa pidana tambahan dalam undang-undang tindak 

pidana korupsi telah sesuai karena memenuhi ketentuan ta’zīr. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu untuk 

meningkatkan implementasi ketentuan pidana tambahan pasal 18 ayat (1) UU 

Tipikor oleh aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang memutus perkara 

sebagai upaya pemulihan kerugian negara serta tambahan efek jera kepada pelaku 

dan penulis mengajak seluruh komponen masyarakat aktif dalam upaya pencegahan 

korupsi dengan melaporkan praktik korupsi ke aparat penegak hukum. 
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———. Tafsir Al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj (Jilid 7 - Juz 13 & 14). 

Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattani. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

137 
 

 

 

Bachtiar, Yurna, dan Achmad Azhar Basyir. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam 

di Indonesia. Jakarta: Quantum, 2000. 

Danil, Elwi. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2014. 

Dinar, Ahmad Syaiful. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi. Bandung: Refika Aditama, 2008. 

Djazuli, Ahmad. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. 

Emeritus, Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi. Pengantar Filsafat Hukum. Edisi ke-

7. Bandung: Mandar Maju, 2018. 

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah. Bandung: Pustaka Setia, 

2000. 

Hallaq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. 

Hamdan, Muhammad. Tindak Pidana Suap dan Money Politics. Medan: Pustaka 

Bangsa Press, 2005. 

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 

———. Pmberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. 

Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1999. 

Herdiansyah, Haris. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika, 

2010. 

Hiariej, Eddy Omar Sharif. Bunga Rampai (Hukum Pidana Khusus). Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2006. 

———. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015. 

Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. Karakteristik Ilmu 

Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Depok: Rajawali Pers, 2021. 

Husni Thamrin, Muhammad. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Departemen Jaringan 

dan Penelitian dan Pendidikan Indonesian Corupption Watch, 2002. 

Irfan, Nurul, dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

138 
 

 

 

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqasid al-Syari’ah fi al-Islam. Diedit oleh 

Khikmawati. Terjemahan. Jakarta: Amzah, 2009. 

Koeswati, Hermien Hadiati. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam 

Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995. 

Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. 

Mardani. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010. 

———. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana, 2019. 

Marsaid. Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana 

dalam Hukum Islam. Rafah Press. Palembang: Rafah Press, 2020. 

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Eds Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004. 

Muhammad, Rusjdi Ali. Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan 

Implementasi. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003. 

Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. Dasar-Dasar Ilmu Negara. Semarang: BPFH 

Unnes, 2018. 

Munajat, Makhrus. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Logung 

Pustaka, 2004. 

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

———. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006. 

Mustofa, dan Abdul Wahid. Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 

2009. 

Rahardjo, Satjipto. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986. 

Rahman, Abdur. Tindak Pidana dalam Syari’at Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. 

Rahman Ritonga, Abdul, dan Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. 

Jakarta: Intermassa, 1997. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

139 
 

 

 

Rawls, John. A Theory of Justice (Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011. 

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah “Juz 2.” Kairo: Dar al-Fikr, 2010. 

Sahid. Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah). Surabaya: 

Pustaka Idea, 2015. 

Santoso, Agus. Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. 

Jakarta: Kencana, 2014. 

Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam 

Konteks Modernitas. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001. 

Setiady, Tolib. Hukum Penitensier. Jakarta: Alfabeta, 2010. 

Wahyuni, Fitri. Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam 

dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Tangerang: Nusantara 

Persada Utama, 2018. 

Wiradipradja, E. Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan 

Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media, 2015. 

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010. 

 

JURNAL 

Anwar, Syamsul. “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum 

Volume 15, no. 1 (2018). 

Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana 

Islam.” Jurnal Lex et Societatis Volume 3, no. 1 (2015). 

Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” Al-Adl : Jurnal 

Hukum volume 9, no. 3 (2018). 

Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diana Ethika, dan Rendradi Suprihandoko. 

“Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan 

Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.” Jurnal Program 

Doktor Ilmu Hukum UMS Volume 3, no. 1 (2022). 

Luviana, Riva. “Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi bagi Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor Perspektif Hukum 

Pidana Islam.” Jurnal Rechtenstudent volume 1, no. 1 (2020). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

140 
 

 

 

Mulatua, Saut, dan Ferdricka Nggeboe. “Efektifitas Pidana Tambahan Uang 

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Legalitas Volume IX, no. 1 

(2017). 

Riyadi, Agung, Yusnikar, dan Baharuddin Badaru. “Pembayaran Uang Pengganti 

Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Journal of 

Lex Generalis (JLS) Volume 1, no. 1 (2022). 

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” Jurnal 

Yuridis Volume 1, no. 2 (2014). 

 

SKRIPSI & TESIS 

Amanda, Maya. “Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi.” 

Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023. https:// 

repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67181. 

Hendryawan, Faja Arya Pratama. “Analisa Yuridis Hukuman Pidana Tambahan 

Berupa Penjara Pengganti Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 

Surabaya, 2022. https://repository.upnjatim.ac.id/10694/. 

Masruri, M Faza. “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah.” Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023. http://digilib.uinkhas.ac.id/ 

27283/. 

Purwanto, Hery. “Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti.” Thesis, Universitas Islam 

Sultan Agung, Semarang, 2021. https://www.proquest.com/openview/a3a719 

4a710e233f0ef8884a50bda4dc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss= 

y. 

 

INSTITUSI / DEPARTEMEN & PERATURAN PERUNDANGAN 

Kementerian Agama, RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1-10). Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag 

RI), 2019. 

———. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 11-20). Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI), 2019. 

———. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 21-30). Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an (Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI), 2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

141 
 

 

 

Kitab. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Wetboek van Strafrecht, 1918. 

Putusan Pengadilan, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, 2022. 

———. Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, 2023. 

Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, 1999. 

UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 4), 1945. 

 

WEBSITE 

Eriksson, Daniel. “About Transparency Internasional.” Transparency 

Internasional, 2023. https://www.transparency.org/en/about. 

———. “Corruption Perceptions Index 2022 (Indonesia).” Transparency 

Internasional, 2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn. 

Ernes, Yogi. “KPK Pamer Rp 1,8 M dan Rolex dari OTT Pj Bupati Sorong, Ini 

Penampakannya.” Detik News, 2023. 

https://news.detik.com/berita/d7035824/kpk-pamer-rp-1-8-m-dan-rolex-dari-

ott-pj-bupati-sorong-ini-penampakannya. 
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